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ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada
Hibah Tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini
merupakan penelitian yang akan menjawab dua rumusan masalah; 1) Bagaimana
kasus posisi timbulnya wanprestasi pada akad hibah tanah di Desa Kemantren
Kecamaran Paciran Kabupaten Lamongan? dan 2) Bagaimana analisis analisis
hukum islam terhadap wanprestasi pada hibah tanah di Desa Kemantren
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara dan observasi dan
selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola
pikir deduktif yaitu teknik analisa dengan cara menggambarkan data apa adanya,
dalam hal ini tentang wanprestasi pada hibah tanah di Desa Kemantren
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian dianalisa dengan
menggunakan teori akad dan hibah. untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan dua hal bahwa yang pertama Wanprestasi
yang terjadi pada akad hibah tanah di desa Kemantren berawal dari adanya
perjanjian akad hibah tanah di desa Kemantren yang terjadi antara warga desa
dan perangkat desa. Tanah yang dihibahkan oleh masyarakat nantinya akan
digunakan untuk pembuatan jalan baru untuk jalur transportasi para peziarah ke
makam Syekh Maulana Ishaq. Masyarakat bersepakat untuk menghibahkan
tanahnya selebar 2 meter kepada pihak pengelolah. Namun pada saat proses
pembangunan jalan ternyata pihak pengelolah telah mengambil lebih dari 2
meter. Yang kedua yaitu Analisis hukum Islam terhadap wanprestasi pada hibah
tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah sah.
Dalam hal ini menurut hukum islam memang akad hibah tersebut tidak dipatuhi
atau tidak sesuai dengan perjanjian diawal akad. Namun, pada pertimbangan lain,
penghibah (wahib) sudah mengikhlaskan kelebihan tanahnya yang digunakan
untuk pembangunan jalan ini juga demi kepentingan atau kemaslahatan umum.
Jika tidak dilaksanakan maka akan mengganggu kemaslahatan umum.

Adapun saran yaitu diharapkan bagi perangkat desa Kemantren dan
warga desa Kemantren seharusnya jika melakukan suatu perjanjian atau akad
hibah harus ada surat bukti yang jelas tidak hanya dilakukan dengan ucapan saja,
supaya jika terjadi wanprestasi atau hal yang tidak diinginkan bisa digunakan
sebagai bukti.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul, sebagai
hidayah dan rahmat dari Allah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa yang
menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual, duniawi dan ukhrawi.
Agama Islam yakni agama yang diturunkan Allah yang bersumber dalam
Alquran dan Hadis Nabi yang Shahih (Magbul), berupa perintah-perintah,
larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia
dan akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisah-pisahkan meliputi bidang-bidang aqidah, akhlag, ibadah, dan
mu’amalah duniawiyah.’

Ketentuan-ketentuan Islam berlaku di seluruh dunia dan sepanjang waktu.
Hukum Islam yang tidak lain merupakan hukum Allah berlaku pula disana.
Namun mengingat banyak ketentuan hukum Islam yang kontekstual, sehingga
bahkan harus disesuaikan dengan keadaan yang telah berubah dan/atau
berlainan dibandingkan dengan keadaannya ketika ketentuan tersebut
diturunkan sebagai ketentuan Alquran atau ketika tercipta sebagai Hadis
sewaktu Rasulullah masih hidup, hanya ketentuan Alquran yang mutlak dan
tidak boleh diubah atau disesuaikan yang tidak lentur.’

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menunjukan bahwa Islam

diperuntukkan bagi seluruh umat di muka bumi ini dan bisa diterapkan

" Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 9.
* Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 21.



sepanjang zaman. Islam memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna.
Kesempurnaan ajaran Islam dapat dilihat dari aspek yang diatur dalam Islam,
Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi ini, diantaranya
dari aspek spiritual dan aspek mu’amalah.

Muamalah merupakan hukum-hukum shara’ yang bersifat praktis (amaliah)
yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan
seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Dalam persoalan-
persoalan mu’amalah vyang dipentingkan adalah substansi makna yang
terkandung dalam suatu bentuk m11°amalah serta sasaran yang akan dicapainya.
Jika mu’amalah yang dilakukan dan dikembangkan sesuai dengan substansi
makna yang dikehendaki oleh shara’, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang
ditetapkan shara’ dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan
meninggalkan kemudharatan dari mereka, maka jenis mu’amalah itu dapat
diterima.> Mu’amalah juga merupakan perbuatan yang mulia dan mendapat
keridhaan dari Allah SWT.

Firman Allah dalam Alquran surat An-Nisa’ ayat 29:

5 8 52 555 ST ey & 00 BT ¥ T e
L) \,_’Q 58 Al u\ & (,_}<ML\ NN & (,_}g,

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’: 29)*

3 Oni Sahroni dan hasanuddin, Fik ih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya
dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 6.
* Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 118.



Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT  membolehkan
mu’amalah, tetapi hal tersebut menunjukkan pada hal-hal tertentu atau norma-
norma yang harus dipatuhi dalam bermuamalah. Karena dalam kehidupan
masyarakat saat ini sering terjadi praktik mu’amalah yang melanggar nilai-
nilai syari’at Islam dan nilai kemanusiaan yang mengabaikan kesejahteraan.

Dalam melakukan praktik mu’amalah, satu hal yang penting adalah masalah
akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam
syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut
para ulama figh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara jab dan
gabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh
(akibat) hukum dalam objek perikatan.” Akad dapat diwujudkan dengan jiab
dan gabul, sesuai dengan kehendak syariat dan adanya akibat hukum pada
objek perikatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad
adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Untuk
sahnya suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat dari akad. Rukun akad
tersebut adalah:®
1. Al-agid atau pihak-pihak yang berakad yaitu orang, persekutuan, atau

badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan

hukum.

> Oni Sahroni dan hasanuddin, Fik ih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya
dalam Ekonomi Syariah..., 71.

% Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2013), 72.



2. Sighat atau perbuatan yang menunjukan terjadinya akad berupa jab dan
qgabul.

3. Ma’qud ‘alaih atau objek akad yaitu harta atau jasa yang dihalalkan yang
dibutuhkan masing- masing pihak.

4. Tujuan pokok akad yaitu tujuan akad harus jelas dan diakui syara’.
Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah.

Adapun syarat-syarat itu adalah:’

1. Syarat adanya sebuah akad. Yaitu sesuatu yang mesti ada agar
keberadaan suatu akad diakui oleh shara’.

2. Syarat sah akad. Adalah tidak terdapatnya 5 (lima) hal perusak sahnya
dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran,
adanya paksaan, membatasi kepemilikan terhadap suatu barang, terdapat
unsur penipuan, terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad.

3. Syarat berlakunya akad, yaitu berlangsungnya akad agar tidak bergantung
pada izin orang lain.

4. Syarat adanya kekuatan hukum, suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia
terbebas dari segala macam hak khiyar.

Salah satu jenis akad adalah akad tabarru’ yaitu akad yang dimaksudkan
untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridla dan pahala
dari Allah SWT, sama sekali tidak mencari keuntungan. Akad yang termasuk
dalam kategori akad tabarru’ salah satunya adalah akad hibah. Hibah merupakan

akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang

" bid., 74.



lain

saja

diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.® Hibah dapat dilakukan oleh siapa

yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada

paksaan dari pihak lain, hibah juga dapat dilakukan orang tua kepada anaknya.

Firman Allah dalam Alquran surat Al-Munafiqun ayat 10:

-
R

S8 0L AN &5 58 Sl asasl (g OF 18 23 1855 U e 54T

Artinya: “dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan
kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara
kamu; lalu ia berkata: “Ya Tuhanku mengapa Engkau tidak
menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang
menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang
saleh”. (QS. Al-Munafiqun: 10).’

Dalam Alquran menganjurkan agar manusia yang telah dikarunia rizki itu

untuk mengeluarkan sebagiannya untuk orang lain. Baik itu berupa nafkah, zakat,

hibah, sadagah, wakaf, hingga wasiat.

Harta benda yang dihibahkan harus bernilai dan bisa dimanfaatkan oleh

penerima hibah. Menurut prinsipnya, semua benda atau hak yang dapat diperjual

belikan, dapat dihibahkan contohnya seperti menghibahkan tanah. Banyak dari

masyarakat yang menghibahkan tanahnya baik itu untuk keluarga, yayasan,

masjid atau kepentingan umum lainnya.

Dalam melakukan akad hibah terdapat beberapa rukun dan syarat yang

harus terpenuhi, yaitu:'’

1.

Orang yang menghibahkan (al-wahib)

a. Pemilik sah dari harta yang dihibahkan.

¥ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14 (Bandung: tp. Penerbit, tp. Tahun), 147.
’ Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, A/-Qur’an dan Terjemahnya..., 938.
10 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015),

378-380.



b. Dalam keadaan sehat.

c. Memiliki kebebasan untukmenghibahkan bendanya.
2. Orang yang menerima hibah (al-mawhub lahu)

Memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Anak-anak atau mereka

yang berada dibawah pengampuan juga dapat menerima hibah melalui

kuasanya atau wali.
3. Benda yang dihibahkan (al-hibah)

a. Benda yang dihibahkan harus milik sempurna dari penghibah.

b. Benda yang dihibahkan sudahada dalam arti sesungguhnya saat

pelaksanaan akad.

c. Objek yang dihibahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan dimiliki

oleh agama.

d. Harta yang dihibahkan harus telah secara jelas dari harta penghibah.
4. ljabdan gabul

a. Bersambungnya jiab dan gabul tanpa adanya pemisah.

b. Tidak ada adanya pengaitan dengan syarat.

c. Tidak ada pengaitan dengan waktu.

Adanya akad dalam hibah adalah untuk menjadikan kesepakatan dalam
hibah tersebut menjadi sah, karena ditinjau dari segi akidah yang menentukan
keabsahannya suatu akad bukanlah pernyataan redaksi melainkan niat
sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai Ketentuan ini
berdasarkan pada kaidah hukum yang menegaskan bahwa segala sesuatu dinilai

dengan apa yang menjadi tujuannya.



Setelah melakukan akad hibah, maka pihak pemberi hibah dan penerima
hibah akan memikul hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi (prestasi)
sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa
dalam suatu perjanjian atau akad terdapat pihak yang tidak melaksanakan
prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak
terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang
bersangkutan yang juga bisa disebut dengan wanprestasi dalam hukum
perdata. Seseorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila melakukan tiga hal,
antara lain:''

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali.
2. Melakukan tetapi tidak semestinya.
3. Dan melakukan tetapi terlambat.

Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah
dilakukan praktik akad hibah tanah yang nantinya akan dipergunakan untuk
perluasan jalan. Namun dalam hal ini pihak pengelolah tanah hibah tersebut
telah melakukan perluasan pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan
kesepakatan diawal Perluasan jalan digunakan sebagai jalur untuk perlintasan
bis yang akan masuk ke area pemakaman (Magbarah) Syekh Maulana Ishaq.

Dengan semakin banyaknya minat para peziarah yang berdatangan ke
Makam (Magbarah) Syekh Maulana Ishaq di Desa Kemantren, membuat para
perangkat Desa berinisiatif untuk mengalihkan jalur perlintasan transportasi yang

akan dilewati oleh transportasi para peziarah. Karena dengan banyaknya

""" Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikan (Bandung: tp. Penerbit, 1982), 20.



transportasi yang berlalu lalang di jalan desa membuat jalan yang ada di desa
menjadi rusak dan juga sering terjadi kecelakaan. Sehingga para perangkat
bersepakat untuk mengalihkan jalur perlintasan tersebut. Jalur perlintasan yang
awalnya berada di tengah-tengah desa, akan dialihkan di sebelah barat desa.
Namun, jika jalur tersebut dialihkan maka akan memotong dari tanah yang
dimiliki oleh sebagian masyarakat. Sehingga perangkat desamengumpulkan
beberapa masyarakat yang tanahnya diperkirakan akan terpotong pada saat
terjadi perluasan jalur perlintasan tersebut.

Masyarakat dikumpulkan di Balai Desa dan diberikan informasi mengenai
rencana pembangunan jalur transportasi para peziarah yang akan dilakukan oleh
perangkat desa, dengan konsekuensi akan mengambil sebagian dari tanah
yang dimiliki oleh warga yang berada di jalur barat. Dengan pemaparan
rencana yang dilakukan oleh perangkat desa, masyarakat menyetujui untuk
menghibahkan tanahnya dengan luas 2 meter persegi Namun pada saat
pembangunan pelebaran jalur transportasi tersebut para pihak pengelolah telah
melakukan wanprestasi dengan melebarkan jalur lebih dari kesepakatan diawal
yakni 2 meter persegi menjadi 2 meter lebih.

Dengan adanya pelebaran secara tiba-tiba dan tanpa adanya konfirmasi
kepada masyarakat, hal ini sangat merugikan bagi masyarakat. Sehingga
masyarakat tidak rela dengan adanya pelebaran yang diputuskan secara sepihak
oleh pihak pengelolah, dari peristiwa tersebut masyarakat menginginkan tanah
1 meter persegi yang telah diambil secara tiba-tiba untuk dijelaskan dan

diberikan ganti rugi yang setimpal.



Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menarik untuk dicermati lebih
lanjut mengenai praktik wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengelolah dari
perangkat desa pada tanah hibah dan bagaimana Islam memandang hal tersebut,
sehingga dipandang perlu untuk mengadakan sebuah penelitian yang berhubungan
dengan masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan sebuah penelitian
dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Tanah Hibah
di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan cakupan yang
dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-
banyaknya, kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.'” Dan pembatasan
masalah disini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan
dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai
permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan
tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis bahas. Berdasarkan
pemaparan di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul
dari Wanprestasi pada Hibah Tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan, sebagai berikut:
1. Adanya pengelolahan hibah tanah yang dilakukan oleh pihak desa tidak
sesuai dengan perjanjian.
2. Adanya pelebaran jalan desa yang tiba-tiba pada saat pembangunan.

3. Adanya pelebaran jalan tanpa konfirmasi dengan pemilik tanah.

"2 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Pefunjuk Teknik
Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.
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4. Tidak terlaksananya kewajiban oleh pengelolah hibah sebagaimana
mestinya seperti yang sudah diperjanjikan.

5. Tidak adanya ganti rugi bagi masyarakat atas kelebihan tanah yang
sudah digunakan untuk pembangunan jalan.

6. Analisis hukum Islam terhadap wanprestasi pada hibah tanah di Desa

Kemantren.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan
penelitian yang lebih fokus pada judul diatas, penulis membatasi penelitian
ini meliputi:

1. Kasus posisi timbulnya wanprestasi pada akad hibah tanah di Desa

Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2. Analisis hukum islam terhadap wanprestasi pada hibah tanah di Desa

Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat tentang pertanyaan yang dijawab."” Berkaitan
dengan masalah yang telah penulis batasi melalui penelitian, maka penulis
dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus posisi timbulnya wanprestasi pada akad hibah tanah di

Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ?

2. Bagaiamana analisis hukum Islam terhadap wanprestasi pada hibah tanah

di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ?

D. Kajian Pustaka

B Ibid., 8.
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Menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta
menghindari anggapan plagiat karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap
karya imiah yang telah ada.

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka menyusun
dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang
telah dilakukan oleh penelitian terdahulu juga menentukan posisi pembeda
dari penelitian ini baik dari aspek yang diteliti, lokasi, dan objeknya. Dengan
kajian pustaka ini diharapkan dapat mempunyai andil yang besar dalam
mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul
dalam penelitian ini. Setelah melakukan pengamatan tentang kajian-kajian
sebelumnya, peneliti menemukan beberapa kajian diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rochman yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Obligasi sebagai Barang Gadai”."
Skripsi ini memiliki persamaan dengan milik penulis yaitu sama-sama membahas
tentang wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian yang ditinjau dari segi
hukum Islam. Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah
skripsi ini membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada
akad gadai. Sedangkan skripsi yang diangkat oleh penulis membahas tentang
wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengelola dari desa dalam pembangunan
jalan, pihak pengelolah yang bertanggung jawab telah melakukan
pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah

dilakukan dengan warga. Mereka membangun jalan dengan batasan yang

4 Abdul Rochman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Obligasi sebagai
Barang Gadai” (Skripsi — Fakultas TAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005).
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lebih lebar sehingga banyak memotong tanah yang dimiliki warga dan tanpa
adanya konfirmasi dengan masyarakat terlebih dahulu.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Didik Sujarmiko yang berjudul
“Penyelesaian Wanprestasi yang Terjadi pada Perjanjian Kredit (Studi kasus
KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152)”."° Skripsi ini memiliki persamaan
dengan milk penulis yaitu sama-sama membahas tentang wanprestasi.
Sedangkan yang membedakan adalah Skripsi ini membahas tentang pandangan
hukum perdata karena wanprestasi pada praktik perjanjian kredit yang
menyebabkan kerugian bagi kreditur karena debitur tidak memenuhi kewajiban
yang telah disepakati. Sedangkan penelitian milik penulis menjelaskan tentang
wanprestasi pada hibah tanah yang menyebabkan tanah milik masyarakat
terpotong pada saat pembangunan jalan karena terjadi pelebaran oleh pihak
pengelolah tanpa kesepakatan dari masyarakat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurhiirah Haerunnisa S. Yang berjudul
“Tinjavan Hukum Tanah Hibah yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti
Akta Hibah di Dusun Pattiroang”.'® Dalam skripsi ini menjelaskan tentang
tanah hibah yang disengketakan karena tidak dapat membuktikan dengan Akta
Hibah sehingga keluarga dari pemberi hibah bisa menggugat penerima hibah
atas kepemilikan tanah tersebut. sedangkan penelitian milik penulis

menjelaskan tentang wanprestasi pada tanah hibah yang awal mula diminta

' Didik Sujarmiko, “Penyelesaian Wanprestasi yang Terjadi pada Perjanjian Kredit (Studi
kasus KIKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152)” (Skripsi — Fakultas Syariah IAIN Salatiga,
2016).

16 Nurhijrah Haerunnisa S, “Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang Disengketakan Akibat
Tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang” (Skripsi — Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Idam Negeri Alauddin Makassar, 2017).
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selebar 2 meter persegi menjadi 3 meter persegi.
Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini memiliki
tujuan sebagai berikut:
1. Mengetahui kasus posisi timbulnya wanprestasi pada akad hibah tanah di
Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Mengetahui analisis hukum islam terhadap wanprestasi pada hibah tanah
di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
Kegunaan Hasil Penelitian
Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian  ini
mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan bagi para pembaca
terutama bagi penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini, diharapkan
dapat bermanfaat yang berguna dalam dua aspek berikut:
1. Segi Teoritis
Dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi imiah bagi
akademisi seputar kajian hukum Islam terhadap wanprestasi pada hibah
tanah. Serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang
ingin mengkaji mengenai yang terkait dengan masalah ini pada suatu saat
nanti.
2. Segi Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat untuk melakukan gugatan wanprestasi atau tuntutan pidana atau

perdata dalam bentuk penyerobotan. Dapat juga digunakan sebagai
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alternatif pemecah masalah yang timbul sehubungan dengan adanya praktik

wanprestasi pada hibah tanah, serta dapat menjadi informasi atau masukan

yang penting bagi masyarakat.
G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya
pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan penelitian
ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun  judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam terhadap
Wanprestasi pada Hibah Tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam memahami
judul dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah
operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam

yaitu Pendapat para fuqaha yang bersumber dari Alquran, Hadis, dan

pendapat ulama tentang kegiatan muamalah khususnya akad dan hibah.
2. Hibah Tanah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Ps. 171 huruf g KHI).

Dalam hal ini objek atau benda atau harta yang diberikan yaitu berupa

tanah.

3. Wanprestasi
Tidak dilaksanakannya prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak

berbuat sesuatu) atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan



15

oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam
kontrak yang bersangkutan.
H. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu
lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif.
Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Perelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan (field research), yaitu
penelitian yang didasarkan pada data-data langsung yang diperoleh melalui
penelusuran dan penelaahan yang berkenaan dengan kasus ini'’ Yang
menjadi objek penelitian penulis untuk dikaji adalah wanprestasi pada hibah
tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan adalah data yang perlu dihimpun untuk
menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah."® Data adalah semua
keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari
dokumen-dokumen baik dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk
lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.” Adapun yang

dikumpulkan antara lain:

' Saifuddin Azwar, Metode Penelitian; Penelitian Sebagai Kegiatan llmiah (Yogyakarta:
Pustaka Belajar, 1999), 21.

'8 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Pefunjuk Teknik
Penulisan Skripsi..., 9.

' Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),
87.
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a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang berkaitan dengan hibah
tanah.
b. Data tentang lokasi tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan.
c. Data tentang isi perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pihak
pengelolah dari desa.
d. Data terhadap pelaksanaan pembangunan jalan.
3. Sumber Data
Sumber data, yakni sumber darimana data akan digali, baik primer
maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka
(hanya refensi yang digunakan untuk bab 3), barang, keadaan, atau
lainnya.”® Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data,
yaitu:
a. Sumber Primer
Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh langsung dari
lapangan termasuk laboratorium.”! Sumber data primer yang diperlukan
berupa informasi yang terkait dengan praktik wanprestasi pada hibah
tanah di Desa Kemantren. Oleh karena itu, informan penelitian ini terdiri
dari pihak-pihak yang terkait, antara lain:
1) Bapak H. Suaji selaku Kepala Desa Kemantren.
2) Bapak M. Maksum selaku Ketua RT 04.

3) Bapak Mudzakir selaku Ketua RW 05.

2 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknik
Penulisan Skripsi..., 9.
21 Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 146.
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4) Bapak Dur Rohman selaku Pemilik Tanah.
5) Bapak Suroto selaku Pamilik Tanah.
b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan yang
berkaitan dengan objek penelitian.”* Jadi data sekunder ini bisa
diperoleh dari buku, jurnal, artikel, surat kabar dll. Data ini digunakan
sebagai pelengkap sumber data primer, yang digunakan untuk bahan
pustaka dalam penelitian ini. Sumber sekunder tersebut diantaranya yaitu:
1) Isi perjanjian hibah tanah (berbentuk ucapan).
2) Bukti kepemilikan tanah (sertifikat tanah/petok D).
3) Oni Sahroni dan Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad

dan Implement asinya dalam Ekonomi Syariah.
4) Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu
5) Mardani, Figih Ekonomi Syariah
6) Jurnal oleh Zakiyatul Ula, Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES.
7) Dan sumber-sumber data yan lain yang mempunyai relevansi
dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

2 Ibid., 146.
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mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 3

a.

Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini
antara lain untuk diagnosa.”* Wawancara ini dilakukan terhadap sumber
informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti.
Dengan demikian dapat diperoleh informasi mengenai objek yang diteliti.
Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Kemantren, pemilik
tanah hibah, ketua RT 04 dan ketua RWO05 di Desa Kemantren.
Studi Dokumen

Data yang tersedia dalam bentuk foto, laporan, berkas, catatan
harian dan rekaman. Cara yang dilakukan dalam hal memperoleh data
melalui Studi dokumen adalah dengan mengumpulkan, meneliti, serta
mengamati data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek
yang diteliti. Data-data tersebut antara lain:
1) Foto proses pembangunan jalan.

2) Data luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan jalan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan

masalah yang penulis teliti berdasarkan data-data yang ada tentang praktik

wanprestasi pada hibah tanah di Desa Kemantren berdasarkan Hukum

# Sugiyono, Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

* Ibid., 95.
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Islam. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yaitu

teknik analisa dengan cara menggambarkan data apa adanya, yang dimulai

dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kemudian mengambil
kesimpulan yang lebih khusus. Dalam hal ini penulis mengemukakan praktik
wanprestasi pada hibah tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran

Kabupaten Lamongan berdasarkan untuk ditarik kesimpulan khusus dalam

kaitannya dengan hukum Islam. Setelah data berhasil ditempuh secara

kualitatif, maka data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai
dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan dan agar pembaca
mudah dalam memahami penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan adalah
sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisi norma-norma atau ketentuan-ketentuan
Hukum Islam yang digunakan penulis yaitu tentang akad, hibah dan kepemilikan.
Pada bab ini akan dijelaskan tentang akad dan hibah mulai dari pengertian,
dasar hukum, rukun, syarat-syarat dan akibat hukum.

Bab ketiga, pada bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang hasil

penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. yang
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meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian dan akibat hukum
wanprestasi pada hibah tanah di Desa Kemantren.

Bab keempat, pada bab ini penulis akan mejelaskan bagaimana analisis
hukum islam terhadap wanprestasi pada hibah tanah di Desa Kemantren
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Bab kelima, pada bab ini berisi penutup, yaitu bagian akhir dari skripsi ini
yang berisi kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian yang
merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dan disertai dengan

saran yang ditujukan kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini.



BABII

KONSEP AKAD DAN HIBAH

A. AKAD

I.

Pengertian

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab al-agdu dalam bentuk jamak
disebut al-uqiid yang berarti ikatan atau simpul tali.' Menurut Kompilasi
Hukum FEkonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah
kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menurut Pasal 262 Murshid al-Hairan, akad merupakan pertemuan
jjab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan gabu/ dari pihak lain
yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.’

Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian yaitu umum dan
khusus.” Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian bahasa yaitu
setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik
muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, maupun yang
membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli.
Sedangkan pengertian khusus tentang teori akad adalah hubungan antara
jab (kewajiban) dengan gabul (penerimaan) secara syariat yang

menimbulkan efek terhadap objeknya.

' Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 71.

* Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 68.
3 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Depok: Gema Insani, 2011), tp. Hlmn.
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Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akad
merupakan pertemuan ijab dan gabul sebagai pernyataan kehendak antara
dua pihak atau lebih yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum
dalam objek perikatan. Akad dapat diwujudkan dalam ijab dan gabul,
sesuai dengan kehendak syariat, dan adanya akibat hukum pada objek
perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian
atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai
dengan nilai-nilai syariah maksudnya bahwa setiap perjanjian yang
dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dipandang sah apabila tidak
sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah
dan Rasul-Nya.

Beberapa definisi diatas memperlihatkan bahwa: pertama, akad
merupakan keterkaitan atau pertemuan 7jab dan gabul yang berakibat
timbulnya akibat hukum. Akad tidak terjadi apabila pernyataan
kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena
akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin
dalam jjab dan gabul

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad
adalah pertemuan 7jab yang merepresentasikan kehendak dari satu
pihak dan gabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad
sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum modern.

Sedangkan pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat.
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Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat
hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan
oleh para pihak melalui pembuatan akad.

Ditinjau dari segi akidah yang menentuhan keabsahannya suatu
akad bukanlah pernyataan redaksi, melainkan niat sebenarnya yang
mencerminkan tujuan yang akan dicapai. Ketentuan ini berdasarkan pada
kaidah hukum yang menegaskan bahwa segala sesuatu dinilai dengan apa
yang menjadi tujuannya.’ Dengan adanya suatu akad, maka para pihak
telah terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berupa hak-
hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus diwujudkan. Oleh
karena itu, akad harus dibentuk oleh hal-hal yang dibenarkan syariah.

Akad harus dilakukan berdasarkan asas-asas, antara lain:’

a. Sukarela (ikhtiyari), setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak,
terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau
pihak lain.

b. Menepati janji (amanah), setiap akad dilakukan atas kehendak para
pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang
bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

c. Kehati-hatian  (ikhtiyati), setiapa akad dilakukan dengan

pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

* Mardani, Figh Ekonomi Syariah..., 90.
> Ahmad Ifham, Ini [ho Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 15.
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. Tidak berubah (/uzum), setiap akad dilakukan dengan tujuan yang
jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik
spekulasi atau maysir.

Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi
kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan
merugikan salah satu pihak.

Kesetaraan (faswiyah), para pihak dalam setiap akad memiliki
kedudukan setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang,.
. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para
pihak secara terbuka.

. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para
pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang
bersangkutan.

Kemudahan (faysir), setiap akad dilakukan dengan cara saling
memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapak
melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

I’tikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan
dan tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
Dalam teori maslahah mursalah Pertama, maslahah mursalah harus
mencapai kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang
berdasarkan akal (sangkaan), yaitu yang bisa menghasilkan
kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan. Kedua, maslahah

mursalah hanya berlaku dalam bidang muamalah bukan ubudiah.
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Ketiga, kemaslahatan yang dicapai harus unuk kemaslahata umum
bukan untuk golongan atau perorangan. Keempat, kemaslahatan itu
tidak bertentangan dengan syara’ atau ijma’.
k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang
oleh hukum dan tidak haram.
2. Rukun dan Syarat
a. Rukun

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun

yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer,

rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:6

1) Al-‘agid atau pihak-pihak yang berakad yaitu orang, persekutuan,
atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan
perbuatan hukum.

2) Sighat atau perbuatan yang menunjukan terjadinya akad berupa
jab dan gabul Baik diungkapkan ataupun cukup dengan 7jab saja
yang menunjukan gabul dari pihak lain (secara otomatis). Ada
empat syarat yang harus dipenuhi dalam setiap sighat atau ijab
gabul, yaitu:

a) Maksud sighat harus jelas dan bisa dipahami.
b) Ada kesesuaian antara ijab dan gabul.
¢) ijabdan gabulharus dilakukan berturut-turut.

d) Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu.

¢ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariabh..., 96.
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3) Ma’qud ‘alaih atau objek akad yaitu harta atau jasa yang dihalalkan
yang dibutuhkan masing- masing pihak. Syarat-syarat ma’qud ’alaih
antara lain:

a) Barang yang mashru’(legal)

b) Bisa diserah-terimakan waktu akad

c) Jelas diketahui oleh para pihak akad

d) Objek akad harus ada pada waktu akad

4) Tujuan pokok akad yaitu tujuan akad harus jelas dan diakui
syara’. Tujuan akad ini berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya.
Jadi, motif transaksi itu bisa berbeda-beda dalam satu akad, tetapi
tujuan akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad. Seperti
tujuan akad jual beli adalah perpindahan kepemilikan objek jual beli
dari pembeli ke penjual. Begitu pula tujuan akad hibah adalah
pemberian harta kepada orang lain dengan Cuma-Cuma tanpa
imbalan.

b. Syarat
Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu
sah. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:’

5. Syarat adanya sebuah akad (shurut al-in’igad).

Yaitu sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad
diakui oleh syara’. Syarat in’igad ini ada dua yaitu syarat umum

dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang mesti

" Mardani, Figh Ekonomi Syariah..., 74.
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terpenuhi pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu: (a)
syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun akad. (b) akad itu
bukan akad yang terlarang. (c) akad itu harus bermanfaat.

Sedangkan syarat khusus adalah syarat-syarat yang mesti
ada pada beberapa akad saja, seperti disyaratkan adanya
penyerahan dalam akad-akad ‘aini (benda) yaitu hibah, gard, rahn.
Sehingga tidak akan sempurna akad kecuali dengan menyerahkan
objek akad, kalau tidak akad akan menjadi batal.

Syarat sah akad (shurut ash-shihhah).

Adalah segala sesuatu yang disyaratkan agar sebuah akad
mempunyai efek secara syariat. Jika syarat tersebut tidak ada
maka akad menjadi fasid dan cacat pada salah satu bagiannya
meskipun akad itu sendiri ada dan terjadi. Secara umum para
fugaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak
terdapatnya 5 (lima) hal perusak sahnya dalam akad, yaitu
ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (akjilalah),
adanya paksaan (ikraf), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang
(faugih), terdapat unsur penipuan (gharar), terdapat bahaya dalam
pelaksanaan akad (darar).

Syarat berlakunya akad (shurut an-nafadh)

yaitu berlangsungnya akad agar tidak bergantung pada izin

orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (a) Adanya

kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (al-wilayah)
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untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun

perwakilan. (b) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak

orang.

8. Syarat adanya kekuatan hukum (Syatu/ hizum)
suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari
segala macam hak khiyar (hak untuk meneruskan atau
membatalkan transaksi).
3. Akibat Hukum

Dalam teknik hukum, hukum Islam mengikuti suatu pandangan
sintetis yang melihat tindakan hukum sebagai keseluruhan dan
menjadikan sumber perikatan itu sebagai titik tolak pembentukan
ketentuan hukumnya.® Apabila suatu tindakan hukum telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan untuk keabsahannya, maka tindakan hukum
itu menjadi suatu tindakan hukum yang sah, yang secara syar’i
menimbulkan akibat-akibat hukum. Akan tetapi, jika salah satu
syaratnya tidak terpenuhi, maka tindakan hukum itu menjadi batal dan
tidak dapat menimbulkan akibat hukum apapun.

Dalam hukum perjanjian Islam, sebagaimana tergambar dalam
Hashiyah Ibn ‘Abidin, dikenal dengan adanya yang disebut hukum akad.
Yang dimaksud dengan hukum akad adalah akibat hukum yang timbul

dari akad. Hukum akad dibedakan menjadi dua macam:’

¥ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah..., 237.
? Ibid., 218.



a.

29

Hukum pokok akad
Hukum pokok akad adalah akibat hukum yang pokok yang
menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak
dimana akad merupakan sarana untuk merealisasikannya.
Hukum tambahan akad
Hukum tambahan akad disebut juga dengan hak-hak akad. Yang
merupakan akibat hukum tambahan akad, yaitu hak-hak dan
kewajiban yang timbul dari akad seperti kewajiban penjual
menyerahkan barang dalam akad jual beli, kewajiban penyewa
mengembalikan barang sewa setelah masa sewa berakhir dalam kad
sewa-menyewa.
Akibat hukum tambahan akad dibedakan menjadi dua macam,
yaitu:
1) Yang ditetapkan oleh hukum sendiri, seperti kewajiban
penyerahan barang dan harga dalam akad jual beli.
2) Yang ditetapkan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian sesuai
dengan kepentingan masing-masing, dan inilah yang dimaksud
dengan syarat-syarat (kausula-klausula) penyerta akad (ash-shurut

al-mugtarinah bi al-‘agd).
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Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara
tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad
yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan nash-nash syariah.

Akad bersifat mengikat kedua belah pihak yang sudah bersepakat,
yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban
mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Jika salah
satu dari kedua pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka akan
mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak.

Setelah melakukan akad atau perjanjian para pihak akan memikul hak
dan kewajiban yang harus mereka penuhi (prestasi) sesuai dengan yang
telah diperjanjikan diawal kontrak. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata,
setiap perikatan adalah:

1. Untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu, contoh

perjanjian jual beli, tukar menukar.
2. Berbuat sesuatu, contoh perjanjian perburuhan.
3. Tidak berbuat sesuatu, contoh tidak mendirikan perusahaan sejenis.

Namun, tidak dapat dipungkri bahwa dalam suatu perjanjian atau

akad terdapat pihak yang mungkin tidak melaksanakan prestasi atau
kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap
pihak-pihak tertentu seperti yang sudah disepakati dalam kontrak diawal
atau bisa disebut juga dengan wanprestasi dalam hukum perdata.
Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak melakukan janji

(tidak melaksanakan prestasi). Jadi apabila debitur tidak melakukan apa
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yang dijanjikan akan dilakukannya, maka ia dikatakan melakukan
wanprestasi.
Seseorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila melakukan tiga
hal, antara lain: '
a. Tidak melakukan prestasi sama sekali.
Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk
dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban
yang ditetapkan Undang-undang dalam perikatan yang timbul karena
Undang-undang.
b. Melakukan tetapi tidak semestinya.
Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau
apa yang ditentukan oleh Undang-undang tetapi tidak sebagaimana
mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau
menurut kualitas yang ditetapkan Undang-undang.
c. Dan melakukan tetapi terlambat.
Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Waktu
yang ditetapkan tidak terpenuhi.
Tidak terpenuhinya kewajiban debitur tersebut memiliki 2 alasan,
diantaranya:
a. Karena kesalahan debitur, baik kesengajaan maupun kelalaian.
b. Karena keadaan memaksa (force majure), jadi diluar kemampuan

debitur. Dalam hal ini debitur tidak bersalah.

' Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: tp. Penerbit, 1982), 20.
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Menurut Pasal 1339 KUH Perdata ‘“Perjanjian-perjanjian tidak

hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya,

tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian yang diharuskan

oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang”. Selanjutnya Pasal 1347

KUH Perdata menetapkan bahwa hak-hak dalam suatu perjanjian

(gebrukelijk beding), meskipun pada suatu waktu tidak dimasukan dalam

perjanjian juga harus dianggap tercantum dalam perjanjian.

a.

Hukuman yang dikenakan pada debitur yang wanprestasi yaitu;
Ganti rugi atau membayar kerugian yang diderita kreditur (Pasal 1243
KUH Perdata), yang meliputi:

1) Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-
nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.

2) Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan
kreditur yang diakibatkan debitur.

3) Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang
sudah dihitung oleh kreditur, tetapi dibatasi hanya kerugian yang
diduga saja.

Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian yang bertujuan

membawa kedua pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian

dilaksanakan (Pasal 1266 KUH Perdata). Kalau salah satu pihak sudah

menerima sesuatu dari pihak lain maka hal itu harus dikembalikan.
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c. Peralihan resiko (Pasal 1237 KUH Perdata). Merupakan kewajiban
memikul tanggungjawab jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan
salah satu pihak yang menimpa barang objek perjanjian.

d. Membayar biaya perkara, yaitu kalau sampai diperkarakan dimuka

hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

4. Berakhirnya Akad
Suatu akad dikatakan berakhir apabila telah tercapai tujuannya.
Selain itu, suatu akad dipandang berakhir dengan adanya fasah (pihak-
pihak akad sepakat membatalkan akad) dan infisah (membatalkan akad
karena adanya sebab-sebab). Fasah terjadi dengan sebab-sebab sebagai
berikut:'"'
c. Dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara’,
seperti jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
d. Sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.
e. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena
menyesal atas akad yang baru saja dilakukan (igalah).
f. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi
oleh pihak bersangkutan.

g. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.

""Mardani, Figh Ekonomi Syariah..., 100.
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Sedangkan berakhirnya akad dengan infisah yaitu putus dengan
sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum). Sebuah kontrak
dinyatakan putus apabila isi kontrak tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Infisah terjadi dengan sebab-sebab berikut:'?

a. Selesai masa kontrak
Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jadi waktu yang
ditentukan tersebut berakhir dan tujuan akadnya tercapai, maka akad
itu dengan sendirinya berakhir.
b. Kontrak tidak mungkin dilanjutkan
Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan,
seperti objek (tujuan) jual beli rusak ditangan penjual sebelum
diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi
dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.
c. Pelaku akad meninggal
Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad. Jika meninggal
salah satu atau pihak-pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya
berakhir.

d. Akad yang fasid

'2 Oni Sahroni dan Hasanuddin, Fikih Muamalah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 190.
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Akad yang fasid itu bisa di fasah oleh kedua pihakakad atau oleh
pengadilan untuk menghindari fasid dalam akad. Apabila terjadi akad
secara fasid seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau
penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib
dibatalkan, baik oleh kedua peng-akad maupun melalui jalur hukum,
kecuali ada penghalang untuk dibatalkan seperti si pembeli menjual
barang yang dibelinya atau menghibahkannya. Dalam kondisi ini, si
pembeli wajib membayar harga barang yang dibelinya pada saat ia
terima bukan harga yang disepakati.

B. HIBAH
1. Pengertian

Secara bahasa, kata hibah berasal dari bahasa arab “wahaba’yang
berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain
kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata Aubub ar-rih
(angin yang menghembus) atau 7brah (membebaskan hutang).13 Adapun
secara istilah, hibah diartikan sebagai pemberian yang dilakukan secara
sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan
apapun.

Dalam hal ini, jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad

yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan
seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama

madhab Hanbali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari

'S Mardani, Figh Ekonomi Syariah..., 342.
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seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi
boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu
tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahan
dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan."*
Kedua definisi ini sama-sama mengandung makna pemberian harta
kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imablan apapun,
kecuali mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hibah disebut juga pemberian atau hadiah. Dalam istilah syara’
hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai
hak miliknya, tanpa mengharapkan balasan. Apabila mengharap balasan
semata-mata dari Allah, hal itu dinamakan sedekah. Kalau
memuliakannya dinamakan hadiah. Setiap sedekah dan hadiah boleh
dinamakan pemberian, tetapi tidak untuk sebaliknya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf g
mendefinisikan hibah sebagai berikut: Hibah adalah pemberian suatu
benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang
lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Menurut madhab Syafi’i hibah adalah pemberian yang sifatnya

sunnah yang dilakukan dengan ijab dan gabul waktu orang yang memberi

' zakiyatul Ula, “Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES” (Jurnal — Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
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masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala
dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.15
Dari beberapa definisi diatas sedikit berbeda, akan tetapi pada
intinya sama, hibah yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar
sukarela tanpa imbalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada
tiga unsur yang terdapat dalam pengertian hibah:
a. Adanya pemindahan kepemilikan.
b. Pemindahan kepemilikan tersebut terjadi pada saat kedua belah pihak
masih hidup.
c. Tidak adanya ganti rugi dalam pemindahan kepemilikan tersebut.
2. Dasar Hukum
Dalil-dalil yang membolehkan hibah adalah sebagai berikut:
a. Alquran

1) Surah al-Munafiqun (63) ayat 10 yang berbunyi:
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Artinya: “dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami
berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang
diantara kamu; lalu ia berkata: “Ya Tuhanku mengapa Engkau
tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat,
yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-
orang yang saleh”. (QS. Al-Munafiqun: 10)."

2) Surah an-Nisa’ (4) ayat 4 yang berbunyi:

' Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 117.

16 Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, A/-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT
Kumudas moro Grafindo), 938.
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Artinya: kemudian juka mereka menyerahkan kepada kamu
sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah
dan nikmatiah pemberian itu deengan senang hati."’

3) Surah al-Baqarah (2) ayat 177 yang berbunyi:

EAEENT YW Gsledls 25y B8 o5 24 L I T

Artinya: dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat,
anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam
perjalanan (musafir)."®

Hadis

1) Hadis riwayat Zaid bin Aslam
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Artinya: Umar ibn al-Khattab berkata: ’ aku telah memberlkan
seekor kuda lama untuk tujuan sabilillah, kemudian pemiliknya
menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan
harga murah. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah Saw.
perihal tersebut”. Beliau bersabda: “janganlah kamu jual itu, dan
jangan kamu tarik kembali shadagahmu, karena orang yang
menarik kembali shadaqahnya adalah ibarat anjing yang
memakan kembali muntahnya.” (Riwayat Muslim)"’

2) Hadis riwayat dari Ibn ‘Abbas mengatakan:

E\
o

2

5

®
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7 1bid., 115.

8 Ibid., 43.

' Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015),

377.
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Artinya: “Aku  mendengar Rasulullah Saw. bersabda:
“Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan suatu sadaqah,
kemudian menarik kembali pemberiannya adalah seumpama
anjing yang muntah  kemudian = memakan  muntah-
muntahannya.”*

3. Rukun dan Syarat

Adapun rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat, antara lain:*'

a.

Orang yang menghibahkan (wahib), dengan syarat sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan
dihibahkan karena dalam hibah terjadi perpindahan milik.

Telah mempunyai kesanggupan melakukan tasharruf, dalam arti
telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi
suatu persoalan.

Tidak berada dibawah perwalian orang lain.

Cakap hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh karena itu,
tidak sah hibahnya anak kecil dan orang gila.

Melakukan hibah dalam keadaan mempunyai irddah (atas
kehendaknya sendiri bukan karena terpaksa) dan ikAtiar (atas

pilihannya sendiri.

Orang yang menerima hibah (mauhiib lah)

Orang yang menerima hibah disyaratkan berhak memiliki. Oleh

karena itu, tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam

kandungan ibunya dan pada binatang. Jika penerima hibah

merupakan orang yang tidak atau belum mukallaff maka yang

20 1bid, 377.

2! zakiyatul Ula, “Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES™.., 7.
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bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil, walinya atau orang

yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.

c. Harta yang dihibahkan (mauhtib), dengan syarat sebagai berikut:

1) Benda yang dihibahkan harus milik sempurna dari penghibah.

2) Benda tersebut ada ketika dihibahkan.

3) Benda tersebut adalah benda yang bernilai.

4) Benda tersebut dapat dimiliki secara perorangan.

5) Benda tersebut ditentukan.

6) Benda tersebut terpisah dari benda yang lainnya dan tidak sedang
dimanfaatkan untuk tempat benda yang lain.

d. Sighathibah®

1) Bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa adanya pemisah
yang secara syara’ dianggap berpengaruh terhadap keabsahan
ijab-qabul tersebut.

2) Tidak adanya pengaitan dengan syarat. Karena hibah adalah
pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa
dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau
kemungkinan tidak akan terjadi.

3) Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu
tahun, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap
benda secara mutlak yang gterus menerus, seperti jual beli.

4. Akibat Hukum

22 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., 530.
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Akibat hukum atau konsekuensi hukum akad hibah adalah
tetapnya kepemilikan orang yang diberi terhadap benda yang diberikan
kepadanya tanpa adanya imbalan. Para ulama madzhab Hanafi
mengatakan bahwa konsekuensi hukum hibah tidak mengikat, sehingga
pemberi boleh menarik kembali pemberiannya dan membatalkannya.
Akan tetapi, menurut jumhur ulama ia mengikat, kecuali pemberian
seorang ayah kepada anaknya, sehingga seorang ayah boleh mengambil
kembali pemberiannya sebelum anaknya menerima atau mengambil
pemberian itu.

Menurut ulama madzhab Maliki, bahwa dalam hibah kepemilikan
orang yang diberi terealisasi dengan sekedar adanya akad dan
kepemilikannya itu mengikat dengan penerimaan atau pengambilannya
terhadap barang tersebut. Sehingga tidak halal bagi pemberi untuk
mengambilnya kembali setelah itu. Kecuali ayah yang boleh mengambil
kembali pemberiannya dari anaknya, baik itu sebelum sang anak
menerimanya ataupun setelahnya. Namun ada lima syarat yang membuat
seorang ayah masih boleh mengambil kembali pemberiannya, antara
lain:*

a. Anak tersebut telah menikah setelah diberi hibah.

b. Setelah diberi hibah dia tidak berutang sanpai waktu tertentu.

c. Pemberian itu tidak berubah dari kondisi aslinya.

2 Ibid., 546.
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d. Anak yang diberi hibah itu tidak melakukan tindakan hukum terhadap
sesuatu yang diberikan kepadanya.
e. Pemberi atau anak yang diberi tidak sakit.

Jika salah satu dari kelima hal terjadi, maka ayah tidak boleh
mengambil kembali pemberiannya. Namun menurut para ulama madzhab
Syafi’i dan Hambali menyatakan bahwa sang ayah tetap boleh
mengambilnya kembali walaupun setelah anaknya menerima atau
mengambil barang pemberian itu. Dan menurut madzhab Syafi’i,
kebolehan mengambil kembali pemberian ini berlaku secara mutlak pada
pemberian dari pokok keturunan (ayah, kakek, dan seterusnya) kepada
cabang keturunannya.

Ada beberapa hal yang menghalangi pengambilan kembali hibah,
antara lain:**

a. Adanya imbalan materi
Jika orang diberi hibah menawarkan imbalan atau ganti rugi
kepada pemberi atas pemberiannya dan pemberi menerimanya, maka
pemberi tidak boleh mengambil kembali hibahnya.
b. Adanya imbalan yang bersifat duniawi

Dalam hal ini ada tiga macam:

1) Imbalan dai Allah (pahala). Pemberi tidak bisa mengambil

kembali hibahnya dari orang fakir setelah orang fakir itu

menerima hibahnya. Karena hibah kepada orang fakir adalah

4 Ibid., 547.
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sedekah yang diharapkan pahala darinya, dan sedekah tidak bisa
diambil kembali.

2) Hubungan kekerabatan dengan dhawil arham. Terjalinnya
hubungan kekerabatan merupakan imbalan maknawi dari hibah,
sehingga tidak boleh mengambil kembali hibah yang diberikan
kepada dhawil arham yang merupakan mahram. Karena
terjalinnyahubungan kekerabatan tersebut dengan adanya hibah
itu merupakan penyebab adanya sikap saling membela dan saling
menolong antar mereka ketika di dunia.

3) Hubungan suami istri. Suami atau istri tidak boleh mengambil
kembali hibah yang dia berikan kepada pasangannya. Karena
hubungan suai istri menempati sepenuhnya hubungan kekerabatan.

Adanya tambahan yang menyatu dengan benda yang diberikan, baik
itu karena perbuatan orang yang diberi maupun karena orang lain. Hal
ini menghalangi pemberi untuk mengambil kembali pemberiannya,
baik itu terlahir dari benda itu maupun tidak. Misalnya benda yang
diberikan adalah sebidang tanah, lalu orang yang diberi menanam
sejumlah pohon diatasnya atau mendirikan pompa air dan
melekatkannya di tanah serta membuat bangunan diatasnya.

. Barang yang diberikan keluar dari kepemilikan orang yang diberi. Hal

ini berlaku dengan sebab apapun, seperti karena dijual, diberikan

kepada orang lain. Karena hahl inimengakibatkan perbedaan

kepemilikan.



44

e. Meninggalnya salah satu pihak dalam akad pemberian. Jika orang
yang diberi meninggal dunia, maka pemberi tidak bisa mengambil
kembali pemberiannya. Karena pemberian itu telah berpindah
kepemilikannya kepada ahli waris. Dan juga jika yang meninggal
dunia adalah pemberi, karena ahli warisnya adalah orang asing bagi
pemberian itu dan tidak ada hubungannya dengan pemberian itu maka
harta yang sudah dihibahkan tidak bisa diambil kembali.

f. Rusak, hilang atau dikonsumsinya barang yang diberikan. Hal ini
karena pemberi tidak bisamengambil kembali pemberiannya yang
sudah rusak atau hilang. Dia juga tidakbisa mengambilnya kembali
dalam bentuk nilai, karena nilai tersebut bukanlah yang diberikan

disebabkan tidak adanya kaad terhadapnya.

C. KEPEMILIKAN

Kepemilikan dalam bahasa Arab disebut al-milk atau al-milkiyah
bentukan dari kata malaka-yamliku-malkan wa mulkan wa milkan, yang
berarti menguasai atau memiliki. Menurut Wahbah al-Zuhaily, definisi hak
milik adalah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi
orang lain dari harta tersebut. Pemiliknya bebas melakukan tasharruf kecuali
ada halangan syar’i.”” Hak seseorang dalam menguasai sesuatu dan
dibolehkannya seseorang untuk mengambil manfaat dengan segala cara

dibolehkan oleh syara', tetapi bagi orang lain tidak diperkenankan

> Wahbah al-Zuhaily, A/Figh al-Islamy wa Adillatuhu Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, tp. Tahun),

37.
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mengambil manfaatnya dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya dan
sesuai dengan bentuk-bentuk mu’amalah yang diperbolehkan.

Kepemilikan hakiki adalah milik Allah, akan tetapi Allah SWT. telah
memberikan kekuasaan atas harta kepada manusia sekaligus menjadikan
harta itu sebagai hak kepemilikan manusia. Berdasarkan hal tersebut,
kepemilikan harus seizin dari Allah sebagai pemilik hakiki harta. Dengan
mendapatkan izin itu, seseorang sah untuk memanfaatkannya. Izin itu berupa
ketentuan syariat yang terkait dengan mu’amalah. Artinya, ketika seseorang
mendapatkan sesuatu barang atau harta sesuai dengan syariat Allah maka dia
berhak atas harta itu. Dalam Islam, pihak yang diberi izin itu dapat dibagi
menjadi: individu, masyarakat secara umum, dan Negara. karena itu, dari sisi
ini kepemilikan dibagi menjadi tiga macam:*

1. Kepemilikan individu
Dalam ayat Alquran dijelaskan bahwa kecenderungan manusia
terhadap kesenangan adalah fitrah manusia. Oleh karena itu, manusia
terdorong untuk memperoleh dan berusaha untuk mendapatkannya. Islam
tidak menghalangi manusia untuk memperoleh kekayaan sebanyak-
banyaknya. Manusia diberikan kebebasan dalam memperoleh kekayaan.

Akan tetapi, syariat membatasi dalam hal cara memperolehnya. Syariat

telah menentukan aturan-aturan dalam memperoleh kekayaan. Islam

memperbolehkan kepemilikan individu dan memberikan batasan

mekanisme dalam memperolehnya, bukan membatasi kuantitas. cara ini

2 Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah (Depok: PT RajaGrafindo Persada,2017), 65.
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sangat sesuai dengan fitrah manusia, ia akan mampu mengatur hubungan
antar manusia dengan terpenuhinya kebutuhan.
2. Kepemilikan umum

kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas
masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta.
Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum sebagai berikut:*’
a. Merupakan fasilitas umum, kalau tidak ada di didalam suatu negeri

atau suatu komunitasmaka akan menyebabkan sengketa dalam

mencarinya.
b. Barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya.
c. Sumber daya alam yang bersifat pembentukannya hanya menghalangi

untuk dmiliki haya oleh individu secara perorangan.

3. Kepemilikan Negara
Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh
kaum Muslim, sementara pengelolahannya menjadi wewenang Negara.
Negara berhak mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihad.
Perbedaan harta kepemilikan umum dan Negara adalah harta kepemilikan
umum pada dasarnya tidak dapat diberikan negara kepada individu.
Sedangkan harta kepemilikan Negara dapat diberikan kepada individu
sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

tentang penguasaan tanah “Bumi dan air dan kekayaan alam yang

" Ibid., 67.
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terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maksud dari “dikuasai oleh
Negara” bahwa dalam hal pendayagunaan tanah, Negaralah yang akan
mengatur dengan sebaik-baiknya agar terjamin ketertiban dan ketenangan
hidup masyarakat.*®

Pemerintah RI mengakui hak milik atas tanah setiap warga
negaranya yang memang memang mempunyai hak itu dan sepanjang hak
tersebut diperolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Tanah sejak asalnya tidak diberikan kepada perorangan, jadi
tidak benar seseorang menjual tanah berarti menjual miliknya. Yang
benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu
dikuasainya. Tanah selain mempunyai nilai ekonomis juga mempunyai
nilai sosial, yang berarati hak atas tanah tidaklah mutlak. Akan tetapi,
Negara harus menghormati atas hak-hak yang diberikan atas tanah kepada
warga Negaranya, yang dijamin dengan Undang-undang.

Fungsi nilai sosial kadang kala harus mengesampingkan
kepentingan pribadi atas tanah, guna kepentingan umum. Ini dilakukan
dengan pencabutan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak
berupa uang semata tetapi dapat juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.
jika ganti rugi yang diberikan adalah berupa uang, maka haruslah dengan

jumlah yang layak atau harga umum menurut Undang-undang.”

* G. Kartasapoetra dkk, Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 100.
%% Sudaryo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 85.



BAB III
KASUS POSISI TIMBULNYA WANPRESTASI PADA AKAD HIBAH
TANAH DI DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN
LAMONGAN
A. Gambaran Umum Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan
1. Letak Geografis
Desa Kemantren merupakan desa yang terletak di Kecamatan
Paciran Kabupaten Lamongan dan bertempat di pesisir pantai utara laut
Jawa. Secara geografis desa Kemantren terletak pada 6°52°34.2” LS dan
112°24°39.7” BT. Luas Desa Kemantren sebesar 6.613.734 ha, lahan yang
digunakan untuk pemukiman dengan luas 105 ha, ladang 6.551 ha

sedangkan pekarangan 62.344 ha. dengan batas-batas desa sebagai

berikut:'

Selatan : berbatasan dengan Desa Dagan Kecamatan Solokuro
Timur : berbatasan dengan Desa Sidokelar Kecamatan Paciran
Utara : berbatasan dengan Laut Jawa

Barat : berbatasan dengan Desa Banjarwati Kecamatan Paciran

Desa Kemantren memiliki beberapa kelembagaan diantaranya
adalah 1 Dusun, 5 Rukun Warga (RW) dan 30 Rukun Tetangga (RT).
Jarak dari desa Kemantren ke Kecamatan bisa ditempuh kurang lebih 30

menit, sedangkan jarak ke Kabupaten 45 km dan jarak ke Ibu Kota

! Dokumentasi desa, data tingkat perkembangan desa Kemantren tahun 2016.
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Provinsi 65 km.Letak dan keberadaan desa Kemantren merupakan desa
yang sangat strategis, karena berdekatan dengan jalan raya jalur kota
surabaya dan sangat mudah dijangkau oleh trasnportasi di bagian jalur
pantai utara. Akses menuju desa juga sangat mudah, baik menggunakan
kendaraan motor, mobil maupun bus. Selain itu, masyarakat desa juga
mudah dalam mengakses sarana publik karena jarak antara puskesmas,
pasar, bank unit, SPBU dan berbagai perkantoran baik itu kecamatan atau
tempat pemerintahan dengan desa tergolong tidak jauh. Sehingga

masyarakat lebih mudah untuk datang ke berbagai tempat yang

diperlukan.
Gambar 1
Peta Desa Kemantren
Petronas
LAMONGAN LSB
Kolam Renang-Putri Ayu
Kolam Renang
Jatimasastri
Desa Kemantren
Paciran Lamongan
Indomaret Kemantren @ PT. Jaya Brix Indonesia 0

Sumber : Google maps, diakses pada 4 Juli 2019, Pukul 09.15 WIB.
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2. Sejarah Desa Kemantren

Setiap tempat, desa ataupun kota yang ada di bumi ini memiliki
sebutan masing-masing atau nama yang menjadi ciri dari desa atau kota
tersebut. Nama yang digunakan untuk menyebut sebuah desa biasanya
tidak lepas dari sejarah atau kejadian yang ada dmasyarakat desa tersebut.
Dengan adanya kejadian atau peristiwa serta keunikan yang terjadi
didalam masyarakat, menjadikan peristiwa tersebut diabadikan dalam
bentuk nama, monumen ataupun yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar
tetap terkenang oleh masyarakat setempat. Seperti halnya desa
Kemantren, yang menyimpan banyak sejarah sehingga bisa dinamakan
dengan nama Kemantren.

Desa kemantren merupakan sebuah perkampungan yang letaknya
berdekatan dengan laut. Berdasarkan keyakinan dan cerita yang
berkembang di masyarakat setempat,bahwa nama desa Kemantren
bermula dari seorang tokoh yang tinggal didesa ini. Pada waktu itu, desa
ini belum disebut dengan desa Kemantren. Namun masyarakat setempat
menyebutnya dengan desa “Matamu’.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, bahwa bermula
dari seorang tokoh yang diutus oleh kerajaan Majapahit untuk datang ke
tempat tersebut untuk mensejahterakan masyarakatnya. Adapun tokoh
yang diutus tersebut bernama Mbah Wiro Mantri. Singkat cerita, setelah

Mbah Wiro Mantri mendapatkan amanah dari kerajaan, Mbah Wiro
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Mantri langsung berkelana dari desa satu ke desa lainnya. Akhirnya
tibalah Mbah Wiro Mantri di desa Matamu.

Pada saat tiba di desa Matamu, Mbah Wiro Mantri bertemu
dengan seorang anak kecil yang merupakan penduduk desa tersebut.
Kemudian Mbah Wiro Mantri bertanya kepada anak kecil itu, dengan
berkata “kampung apa ini nak?” menjawablah anak kecil tersebut “desa
Matamu”. Mendengar jawaban dari anak kecil tersebut Mbah Wiro
Mantri merasa tersinggung, karena dalam arti bahasa Jawa kata
“Matamu” merupakan ungkapan kata yang tidak baik, sebagaimana
ungkapan mengejek atau menjelekkan orang lain. Terkejut mendengar
jawaban tersebut Mbah Wiro Mantri langsung memukul anak kecil itu
hingga dia meninggal.

Dengan rasa penasaran dan ingin mengetahui kebenaran yang
dikatakan oleh si anak kecil, Mbah Wiro Mantri berjalan mengelilingi
kampung dan menanyakan kepada masyarakat bahwa apa yg dikatakan
anak kecil itu benar. Setelah beliau berjalan di tengah desa, Mbah Wiro
Mantri melihat sekumpulan penduduk dan Mbah Wiro Mantri
menanyakan tentang nama desa seperti yang ditanyakan pada si anak
kecil, namun penduduk juga menjawab seperti jawaban si anak kecil.
Mbah Wiro Mantri merasa bersalah karena ternyata benar dengan apa
yang dikatakan oleh anak kecil itu bahwa nama desa yang beliau tanyakan

bernama desa “Matamu’.
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Mbah Wiro Mantri berniat untuk mengabdi kepada masyarakat
desa atau berdomisili di desa Matamu sebagai penebus kesalahan yang
beliau lakukan karena beliau telah merasa bersalah dengan anak kecil
yang dipukul sampai meninggal. Beliau bersedia untuk membantu apa
saja yang dibutuhkan oleh penduduk setempat. Seiring dengan
berjalannya waktu, setelah beliau menetap di desa Matamu, nama desa
tersebut diganti menjadi desa “Mentrian”. Karena menurut cerita yang
ada, desa tersebut sering digunakan persinggahan oleh para mentri-
mentri.

Akhir cerita, setelah Mbah Wiro Mantri menetap menjadi
penduduk dan wafat di desa tersebut. Nama dari desa yang awalnya
Matamu menjadi Mentrian telah diganti lagi oleh masyarakat setempat
menjadi desa “Mantren/Mantrin” dengan memadukan nama tokoh yang
sudah berjasa membantu dan mengembangkan kehidupan masyarakat.
Karena untuk menganang jasa-jasa beliau, sehingga nama beliau
diabadikan menjadi nama desa oleh masyarakat sampai sekarang. Yang
kebanyakan masyarakat setempat (baik dalam maupun luar desa)

menyebutnya dengan desa Kemantren.”

2 Mas’ud, “Perilaku Keagamaan Peziarahdi Komplek Makam Syekh Maulana Ishaq Desa
Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan” (Skripsi — UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2013).
Serta peneliti juga mendengar cerita sejarah desa yang sama daro orang tua dulu.
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Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kemantren

Seperti struktur organisasi pemerintahan pada umumnya, desa
Kemantren dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa
dan Kepala bidang-bidang tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari

kantor desa Kemantren, berikut struktur organisasi pemerintahan desa

Kemantren:
Tabel 1.1

Daftar perangkat desa Kemantren
No. Nama Jabatan
1. H. Suaji, S.Pd. Kepala desa
2. H. Sumarji Plt. Sekretaris desa
3. Ahmad Nur Hadi, SE. Kaur. Umum
4. Siti Zulaikha, S.Pd.I Kaur. Keuangan
2k Abdur Rohman Kaur. Perencanaan
6. Fidiyatul Farihah Kepala seksi pembantu
7. Lenny Kepala seksi kesejahteraan
8. Imam Ahyar Kepala seksi ekbang
0. Moh. Zahroni Kepala seksi/urusan trantib
10. | Ah. Musyafa’, S.H Kepala dusun

Sumber : Dokumentasi Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan

. Jumlah Penduduk

Berikut adalah jumlah penduduk desa Kemantren berdasarkan

jenis kelamin dan penduduk berdasarkan usia dalam tampilan tabel:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Desa Kemantren Berdasakan Jenis Kelamin
No. | Indikator Jumlah penduduk tahun 2016
1 Laki-laki 2.771 jiwa
Perempuan 2.662 jiwa
Jumlah 5.433 jiwa

Sumber : dokumentasi data potensi desa tahun 2016.
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Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Desa Kemantren Berdasarkan Usia
No | Indikator Jumlah penduduk tahun 2016
1 Usia 0-15 tahun 1.016 jiwa
2 Usia 15-65 tahun 3.601 jiwa
3 Usia 65 tahun keatas 816 jiwa
Jumlah 5.433 jiwa

Sumber : dokumentasi data potensi desa tahun 2016

Penduduk desa Kemantren pada tahun 2016 berjumlah 5.433 jiwa.
Adapun data jumlah penduduk menurut jenis kelamin ini terdiri dari laki-
laki 2.771 jiwa dan penduduk perempuan 2.662 jiwa. Sedangkan data
diatas menerangkan jumlah penduduk produktif lebih banyak sehingga
masyarakat bisa mengelola dan memanfaatkan berbagai aset yang ada di
desa Kemantren. Desa Kemantren terdiri atas RT dan RW dengan jumlah
RT sebanyak 30 dan RW sebanyak 5 pada tahun 2016.

5. Kondisi Sosial

Kondisi sosial desa Kemantren sudah ada perubahan dari wilayah
yang agraris menuju wilayah industri dikarenakan adanya lima pabrik
besar di kawasan pantura, sehingga sekarang masyarakat desa Kemantren
khususnya pemuda sudah jarang melakukan aktifitas di perkebunan lebih
banyak melakukan pekerjaan di salah satu pabrik tersebut.” Dengan
adanya pabrik-pabrik yang didirikan membuat banyak pendatang yang
bekerja dan menempati tempat tinggal di desa Kemantren, namun itu

semua tidak

¥ M. Shofan, Wawancara, Kemantren, tanggal 25 Mei 2019.
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merubah kondisi sosial yang ada dalam jiwa masyarakat desa Kemantren
yaitu saling tolong-menolong satu sama lainnya, tidak peduli beda agama
ataupun beda daerah.

Kondisi sosial masyarakat tidak berubah karena perubahan
wilayah, masyarakat tetap sama melakukan aktifitas sosial seperti
gotong-royong, pengajian rutin, tilik nganten (melihat kemanten), tilik
bayi (melihat bayi), ta’ziyah, serta kegiatan masyarakat yang lainnya
masih dilakukan oleh masyarakat desa Kemantren guna saling

membangun hubungan dengan masyarakat sekitarnya.

. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa Kemantren berbeda-beda, hal
ini tergantung dengan pekerjaan yang mereka miliki.berikut daftar mata

pencaharian masyarakat desa Kemantren:

Tabel 3.1
Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Kemantren
No Jenis Pekerjaan Jumlah (orang)

1 Petani 738
2 Buruh tani 870
3 Buruh migran 308
4 Pegawai negeri sipil 39
5 Pedagang 207
6 Peternak 21
7 Nelayan 351
8 Perawat swasta 7
9 Pembantu rumah tangga 2
10 Pensiunan PNS 2
11 Dukun kampung terlatih 2
12 Dosen swasta 9
13 Pengusaha 26
14 Karyawan perusahaan swasta 340
15 Jumlah yang belum/tidak bekerja 2421

Jumlah Total 5.433
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Sumber : dokumentasi data potensi desa tahun 2016

Berdasarkan data pekerjaan yang dilakukan masyarakat desa
Kemantren pada tahun 2016 mayoritas pekerjaan yang paling banyak
dipilih adalah sebagai petani atau buruh tani.*

7. Kondisi Pendidikan

Pendidikan sangat penting untuk bekal kehidupan selanjutnya,
supaya siswa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk walaupun
tidak semua siswa menjadi orang pintar, karena semua itu tergantung
kelebihan masing-masing orang. Tapi untuk mengasah keahlian masing-
masing anak didik diperlukan tempat untuk menjalin kerjasama dengan
sesama untuk mencapai cita-cita siswanya. Di desa Kemantren terdapat
berbagai fasilitas lembaga pendidikan baik pendidikan, baik pendidikan
formal maupun pendidikan sekolah islam (madrasah diniyah) yang
disediakan untuk mendukung kecerdasan dari siswa yang belajar didalam
lembaga tersebut, mulai dari play group sampai madrasah aliyah sudah
mempunyai fasilitas masing-masing. Berikut daftar lembaga pendidikan

di desa Kemantren:

Tabel 4.1
Lembaga Pendidikan
1. Pendidikan Formal
No Jenis sekolah Jumlah siswa
1 Play Group 237
2 TK 294
3 SD/Sederajat 184
4 SMK 156

Sumber : dokumentasi data potensi desa tahun 2016.

* Dokumentasi desa, Data tingkat perkembangan desa Kemantren tahun 2016
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2. Sekolah Islam

Tabel 4.2
No | Jenis sekolah Jumlah siswa
1 Ibtidaiyah 485
2 Tsanawiyah 286
3 Aliyah 271
4 Pondok pesantren 59

Sumber : dokumentasi data potensi desa tahun 2016.

Setelah dijenjang Madrasah Aliyah/Sederajat banyak dari
siswa/pemuda desa yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi,
baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta walaupun
tidak di kampung halamannya karena terkendala fasilitas. Para pemuda
menyadari tentang pentingnya pendidikan di masa depan, sehingga
mereka banyak yang merantau ke kota-kota untuk melanjutkan
pendidikannya, seperti: Surabaya, Malang, Yogyakarta sampai Jakarta.

. Kondisi Keagamaan

Agama merupakan pondasi dan sistem yang mengatur tata cara
keimanan dan peribadatan kepada Tuhan serta kaidah yang berhubungan
dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Masyarakat desa
Kemantren terdiri dai masyarakat muslim dan non muslim namun
mayoritas adalah masyarakat muslim. Meski mayoritas masyarakat desa
beragama Islam, tidak menjadikan sebagai permusuhan antar agama
karena saling menghormati kepercayaan maisng-maisng dan hidup saling
berdampingan. Kesadaran masyarakat desa Kemantren dalam
menjalankan kewajiban sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari

berbagai aktifitas yang dilakukan seperti rutinan malam jum’at pon yang
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dilakukan di makam Syekh Maulana Ishagq, tahlil keliling dari rumah ke
rumah oleh kelompok Ibu-ibu, Bapak-bapak sampai Anak-anak. Sholat
jama’ah juga ramai dilakukan oleh masyarakat diberbagai mushollah
terdekat maupun di masjid, serta kegiatan lainnya yang dilakukan
masyarakat khususnya di bidang keagamaan.

Tempat peribadatan desa Kemantren terdapat dua masjid yaitu
masjid Al-Abror dan 36 musholla, tetapi tempat peribadatan non muslim
tidak terdapat di Desa Kemantren. Adapun data penduduk desa
Kemantren berdasarkan agama pada tahun 2016 yaitu agama islam 5.431
jiwa dan kristen 2 jiwa total jumlah 5.433 jiwa.’

Pemetaan Aset Lokal

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan aset lokal yang berada di desa
Kemantren baik yang sudah dikembangkan maupun yang belum
dikembangkan.

a. Makam Syekh Maulana Ishaq.

Merupakan makam seorang tokoh terkemuka atau Waliyullah
yang terkenal di pulau Jawa dengan syari’at dakwah penyebaran
agama Islam. makam syekh maulana Ishaq terletak di sebelah barat
masjid al-Abror di desa Kemantren yang berdekatan dengan pesisir
laut. Syekh Maulana Ishaq merupakan ayah dari Raden Paku atau

dikenal oleh masyarakat luas Sunan Giri yang dimakamkan di desa

® 1bid.
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Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Makam Syekh Maulana
Ishaq sekarang banyak dikunjungi oleh peziarah baik dari dalam
maupun luar daerah, serta mempunyai kegiatan pengajian rutin malam
jum’at pon yang dilakukan di magbaroh.

Seiring berkembangnya waktu dan banyaknya peziarah yang
melakukan ziarah di makam Syekh Maulana Ishaq sehingga makam
tersebut direnovasi dengan bentuk bangunan yang lebih bagus, tetapi
unsur dari bangunan makam masih sama seperti yang dulu yang
berbentuk segi empat mengerucut keatas merupakan ciri bangunan
masa lalu yang mempunyai filosofi tersendiri. Sehingga peziarah yang
datang nyaman saat melakukan kegiatan keagamaan di maqbaroh.
Secara formal magbaroh belum diresmikan oleh dinas pariwisata
maupun dinas kebudayaan, namun Magbaroh Syekh Maulana Ishaq
mulai dipublikasikan secara umum dimulai sejak renovasi tahun 2012.
. Watu Tumpang.

Merupakan salah satu petilasan Syekh Maulana Ishaq yang
letaknya berada di pinggir jalan raya desa Kemantren. Sekarang watu
tumpang diperbaiki oleh masyarakat Kemantren dan dirawat supaya
tidak dilupakan oleh masyarakat Kemantren. Setiap satu tahun sekali
pada peringatan acara haul Syekh Maulana Ishaq selalu diadakan
acara napak tilas (berjalan kaki) untuk mengingat atau mengenang
perjalanan sang pejuang agama Islam di Jawa yaitu Syekh Maulana

Ishaq.
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c. Gazebo.

Merupakan salah satu wisata desa Kemantren yang bertempat di
sebelah utara makam Syekh Maulana Ishaq dan masjid al-Abror desa
Kemantren yang dibangun pada tahun 2016 dan sudah banyak
wisatawan yang berkunjung karena keindahan alamnya serta suasana
yang nyaman dan juga pemandangan disore hari yang indah untuk

berkumpul bersama teman-teman maupun keluarga.

d. Kemantren Sport Center.

Merupakan sebuah gedung serbaguna yang berada di desa
Kemantren terdapat beberapa fasilitas olahraga seperti lapangan futsal
dan lapangan bulu tangkis, gedung ini juga biasanya disewakan untuk
acara pernikahan ataupun yang lainnya. Lokasi gedung KSC ini
berada di barat makam Syekh Maulana Ishaq setiap harinya lapangan
ini selalu terisi oleh olahragawan dari masyarakat desa Kemantren
ataupun dari masyarakat yang berada diwilayah Paciran Lamongan.
Gedung KSC mulai difungsikan sejak akhir tahun 2016 sampai
sekarang ini masih dioperasikan. Tetapi gedung KSC baru diresmikan
pada tanggal 15 Januari 2017 oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga
RI bersama tokoh masyarakat serta masyarakat Kabupaten

Lamongan.

B. Kasus Posisi Timbulnya Wanprestasi pada Akad Hibah Tanah
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Perselisihan sengketa mengenai realisasi dari hibah tanah yang
diwajibkan oleh warga diperuntukan bagi jalan menuju makam Syekh
Maulana Ishaq. Menurut kesepakatan awal luas tanah hibah adalah 2 meter,
tetapi pada pelaksananan realisasi pihak pengelolah mengambil lebih dari 2
meter. Sehingga masyarakat merasa dirugikan dan menuntut ganti rugi
kelebihan yang sudah digunakan untuk pembangunan jalan.

1. Latar belakang

Desa Kemantren merupakan desa yang berada di utara Kabupaten
Lamongan tepatnya di Kecamatan Paciran. Letak desa yang sangat
strategis sehingga dapat dengan mudah dijangkau dengan transportasi
apapun. Warga desa Kemantren termasuk dalam warga yang ajaran
agama Islamnya sangat kental, meski ada juga warga yang beragama
Kristen namun itu tidak menghalangi warga untuk tetap hidup rukun
saling berdampingan, bergotong-royong dan saling menghormati antara
satu sama lain.

Kondisi ekonomi warga desa Kemantren berbeda-beda tergantung
dari profesi yang ditekuninya. Warga desa kebanyakan berprofesi sebagai
petani dan nelayan, namun sekarang dengan adanya pabrik-pabrik yang
didirikan di desa Kemantren para pemuda banyak yang menjadi pekerja
pabrik. Tidak hanya pemuda dalam desa, pemuda-pemuda dari luar desa
juga banyak yang bekerja dipabrik-pabrik tersebut, sehingga banyak dari
para pekerja pabrik yang berdomisili di desa Kemantren. Hal ini juga

merupakan peluang bagi warga di desa Kemantren untuk membantu
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perekonomian mereka. Karena para pekerja yang berdomisili di desa
Kemantren mereka menyewa rumah-rumah warga untuk ditempati.

Warga desa memanfaatkan peluang tersebut dengan membangun
rumah-rumah kontrakan untuk disewakan kepada para pekerja yang
berasal dari luar desa. Untuk penyewaan rumah kontrakan juga
bermacam-macam, ada yang disewakan perbulan dan ada juga pertahun.
Selain itu, beberapa warga juga mendirikan warung makan dan warung
kopi.

Desa kemantren juga mempunyai berbagai aset diantaranya:
Makam Syekh Maulana Ishaq, Watu Tumpang, Gazebo, Goa angin-
angin, Kemantren sport center, Acer dan Warung Cemara. Untuk
sekarang aset yang sedang dikembangkan oleh desa adalah Makam
Syekh Maulana Ishaq, karena semakin hari semakin ramai oleh para
peziarah Wali Songo. Para peziarah berdatangan dari berbagai kota
daerah, biasanya kebanyakan dari mereka rombongan bis pariwisata,
meski ada juga yang pakai mobil dan sepeda motor. Dengan banyaknya
antusias warga yang berkunjung ke makam Syekh Maulana Ishaq
membuat para perangkat desa dan pengurus magbaroh untuk membuat
jalur transpotasi baru untuk jalan transportasi yang digunakan oleh para
peziarah. Karena jalur yang selama ini dilewati oleh transportasi para
peziarah adalah jalan pemukiman bukan jalur untuk tranportasi besar

seperti bis, sehingga membuat jalan desa menjadi rusak. Selain itu juga
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pernah terjadi kecelakaan dan tidak aman untuk dilewati anak-anak
karena banyaknya bis yang keluar masuk.

Dari berbagai alasan tersebut membuat para perangkat desa
memutuskan untuk membuat jalur baru khusus untuk dilewati
transportasi para peziarah, perangkat desa berinisiatif untuk membuat
jalur baru dengan memperlebar jalan yang berada disebelah timur RM.
Izzi yang nantinya akan dinamai dengan Jalan Sunan. Namun dengan
pembuatan jalur baru, membutuhkan banyak tanah milik warga desa
untuk dibangun menjadi jalan. Panjang jalan yang dibutuhkan untuk
pembangunan jalur transportasi baru kurang lebih sekitar 1.200 meter.’
Demi terselengaranya program tersebut dan demi kebaikan bersama,
perangkat desa mengadakan rembuk desa dengan masyarakat yang
mempunyai tanah disekitaran daerah yang akan dibangun jalan tersebut,
dan kemungkinan besar tanah mereka akan digunakan untuk
pembangunan jalan.

Masyarakat diberi undangan untuk acara rembuk desa di balai
desa dan diberi penjelasan tentang rencana atau program baru yang akan
dilakukan oleh pemerintahan desa Kemantren, masyarakat diminta untuk
menghibahkan tanah miliknya seluas 2 meter yang akan digunakan
pelebaran jalan untuk jalur transportasi peziarah makam Syekh Maulana
Ishaq. Dari hasil rembuk desa tersebut, warga telah menyetujui untuk

menghibahkan tanahnya seluas 2 meter. Hibah yang dilakukan oleh

® Suaji (Kepala desa Kemantren), Wawancara, Kemantren, tanggal 11 Juni 2019.
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warga tanpa syarat apapun dengan keuntungan selain mendapatkan
pahala dari Allah SWT warga akan mendapatkan akses jalan yang lebih
baik dan juga harga jual tanah akan semakin naik atau mahal.

Setelah dilakukan rembuk desa perangkat desa mulai
mengeksekusi atau melakukan pembangunan tanah hibah tersebut, dalam
hal ini yang bertangung jawab adalah kasi perencanaan. Namun pada saat
proses pembangunan jalan terdapat cekcok dengan warga karena ada
beberapa dari tanah warga yang diambil lebih dari 2 meter dan itu tidak
sesuai dengan kesepakatan diawal pada saat rembuk desa. Warga
meminta ganti rugi atas kelebihan tanah yang sudah diambil buat
pembangunan, namun pihak perencanaan tidak mau karena nantinya
yang diuntungkan juga warga sendiri, selain itu biaya pembangunan juga
sudah ditanggung oleh pihak perencanaan. Alasan dilakukannya
pengambilan lebih dari 2 meter adalah karena ukuran jalan tidak sama,
sehingga pembangunan mengikuti luas tanah dari arah timur supaya jalan
tidak berbelok-belok dan lurus sampai ke arah barat atau area parkir
makam Syekh Maulana Ishaq.” Untuk proses pembangunan jalan, dari
arah jalan raya sampai samping belakang RM. 1zzi sudah dalam proses
pengecoran dengan panjang 250 meter dan luas 14 meter, lalu dari tanah

milik bapak Dur Rohman sampai makam cerme sudah dibangun pagar

” Nurhadi (kaur umum), Wawancara, Kemantren, tanggal 18 Juni 2019.
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dari batu dengan panjang 600 meter, arah sebelah barat makam cerme
sampai di masjid al-Abror sudah direklamasi.®

Untuk saat ini, proses pembangunan jalan masih diberhentikan
dan akan dilanjutkan setelah hari raya idul adha sembari menunggu dana
anggaran turun. Untuk akses jalan transportasi peziarah masih lewat
dijalan pemukiman warga seperti biasa dan untuk jalur baru belum bisa
dilewati, karena jalan masih belum diaspal dan hanya urukan batu kapur
saja. Jadi kalau akses dialihkan khawatir akan terjadi hal yang tidak
diinginkan pada transpotrasi peziarah karena jalan masih belum layak
untuk digunakan.

2. Rencana pemberian hibah

Perangkat desa berinisiatif untuk melakukan pengalihan jalur
transportasi bagi para peziarah ke makam Syekh Maulana Ishaq dan juga
pelebaran jalan, karena melihat semakin banyaknya antusias para
peziarah yang berdatangan ke makam Syekh Maulana Ishaq tersebut
yang mengakibatkan rusaknya jalan pemukiman karena banyaknya bis
atau transpotasi para peziarah yang melewati jalan pemukiman tersebut.
Sehingga perangkat desa meminta kepada warga untuk menghibahkan
sebagian tanahnya yang akan digunakan untuk pelebaran jalan.

Luas jalan dibutuhkan adalah 8 meter dan panjang jalan yang
dibutuhkan adalah 1200 meter. Panjang jalan yang dibutuhkan tersebut

tidak hanya menggunakan milik warga, tetapi juga mengambil tanah dari

® Abdur Rohman (kaur perencanaan ), Wawancara, Kemantren, tanggal 11 Juni 2019.
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fasilitas umum dan serta tanah milik desa. Disebelah utara membutuhkan
tanah warga dengan panjang 560 meter, fasilitas umum dengan panjang
115 meter, tanah desa dengan panjang 110 meter dan tanah reklamasi
dengan panjang 450 meter. Sedangkan untuk disebelah selatan
membutuhkan tanah warga dengan panjang 670 meter, fasilitas umum
dengan panjang 85 meter dan tanah reklamasi dengan panjang 445 meter.
Dengan rentang kelebaran rata-rata minimal diambil 2 meter.

3. Prosedur kesepakatan

Prosedur kesepakatan perjanjian akad hibah yang dilakukan
dibalai desa Kemantren oleh warga dan pihak pengelolah dilakukan
dengan cara rembuk warga, yang dihadiri oleh perangkat desa dan warga
yang mempunyai tanah disekitar lahan yang akan dibangun jalan menuju
makam Syekh Maulana Ishaq. Mereka menyepakati bahwa tanah yang

akan diserahkan untuk hibah seluas 2 meter.

4. Wanprestasi
Wanprestasi yang terjadi pada akad hibah tanah di desa
Kemantren berawal dari adanya perjanjian akad hibah tanah di desa
Kemantren yang terjadi antara warga desa dan perangkat desa. Tanah
yang dihibahkan oleh masyarakat akan digunakan untuk pembuatan jalan

baru untuk jalur transportasi para peziarah ke makam Syekh Maulana
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Ishaq. Pada awalnya kedua belah pihak telah bersepakat bahwa warga
akan menghibahkan tanahnya seluas 2 meter yang akan digunakan untuk
pembangunan jalan transportasi untuk para peziarah makam Syekh
Maulana Ishaq. Namun pada saat proses pembangunan jalan, pihak
pengelolah telah mengambil tanah warga lebih dari 2 meter.
. Implementasi akad hibah

Dalam perjanjian yang dilakukan warga dengan pihak pengelolah
telah menyepakati bahwa tanah yang akan dihibahkan adalah seluas 2
meter, tetapi dalam pelaksanaannya tanah yang diambil melebihi dari
jumlah yang telah disepakati. Lebar jalan yang direncanakan awalnya
adalah rata-rata 8 meter, sedangkan jalan utama yang akan diperlebar
mempunyai lebar 4 meter jadi membutuhkan 2 meter tanah milik warga
dari sisi utara dan selatan. Namun pada saat pelaksanaan pembangunan
jalan terjadi perubahan dan tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Perencanaan awal yang seharusnya 8 meter, menjadi 8 meter lebih. Hal
ini dilakukan untuk meluruskan jalan dari arah timur agar jalan tidak
berbelok-belok. Sehingga para warga merasa keberatan dan dirugikan. 3
warga yang merasa dirugikan menuntut untuk meminta ganti rugi atas
kelebihan tanahnya yang diambil kepada pihak pengelolah dalam hal ini
yang bertanggung jawab adalah kasi perencanaan.

Ganti rugi yang dituntut oleh warga kepada pihak pengelolah

adalah sebesar satu juta rupiah permeter dari kelebihan tanah yang
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diambil untuk pembangunan jalan.9 Tetapi dari pihak pengelolah tidak
mau melakukan ganti rugi dengan alasan nantinya jalan yang dibangun
adalah untuk kepentingan umum dan juga harga tanah disekitar akan
semakin mahal. Sehingga pihak pengelolah dan warga telah melakukan
rembuk warga lagi untuk menyelesaikan hal tersebut.

Pada rembuk warga yang dilakukan pihak pengelolah memberikan
penjelasan tentang pengambilan kelebihan tanah yang dilakukan saat
pembangunan dan juga pihak pengelolah memberikan motivasi kepada
warga bahwa nantinya kebaikan yang mereka lakukan akan kembali pada

diri mereka dan juga untuk masyarakat umum.

? Dur Rohman, Wawancara, Kemantren, tanggal 14 Juni 2019.



BABIV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI PADA HIBAH
TANAH DI DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN

LAMONGAN

A. Kasus Posisi Timbulnya Wanprestasi pada Akad Hibah Tanah di Desa
Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Wanprestasi yang terjadi pada akad hibah tanah di desa Kemantren
berawal dari adanya perjanjian akad hibah tanah di desa Kemantren yang
terjadi antara warga desa dengan perangkat desa. Tanah yang dihibahkan
oleh masyarakat akan digunakan untuk pelebaran jalan baru sebagai jalur
transportasi para peziarah ke makam Syekh Maulana Ishaq. Jalur baru
tersebut akan dibangun dengan panjang kurang lebih 1200 meter dari arah
timur RM. Izzi sampai tempat parkir makam Syekh Maulana Ishaq.

Dalam rembuk warga yang dilakukan di Balai desa Kemantren, para
peserta rembuk telah menyepakati bahwa tanah warga yang akan dihibahkan
untuk pembangunan jalan adalah seluas 2 meter. Namun pada saat proses
realisasi jalan, hal tersebut telah diingkari oleh pihak pengelolah (Kaur.
Perencanaan). Pengelolah merasa jalan yang dibangun masih kurang lebar
jika dibuat untuk bersimpangan 2 bis pariwisata dan juga untuk meluruskan
jalan supaya tidak berbelok-belok. Sehingga, mereka memperlebar jalan lagi

dengan mengambil tanah milik warga tanpa musyawarah lagi dengan warga.
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Warga desa mengetahui jika pembuatan jalan semakin diperlebar dari
patokan awal batas tanah yang sudah dipasang, kemudian patokan tersebut
telah digeser semakin lebar pada saat pembuatan batas jalan. Warga bingung
dan bertanya kepada para pekerja, namun para pekerja tidak tahu-menahu
dalam hal ini, mereka hanya mengikuti instruksi dari pihak pengelolah.
Warga tidak terima dengan hal ini, karena merasa para pengelolah telah
berbuat sewenang-wenang dan memperlebar batasan tanpa adanya rembuk
lagi dengan warga. Warga juga merasa dirugikan dengan hal ini.

Dalam hal ini pihak pengelolah dapat dinyatakan telah melakukan
wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana
yang sudah diperjanjikan dalam rembuk desa. Pada saat proses pembuatan
jalan mereka mengambil tanah lebih dari 2 meter padahal dalam kesepakatan
tanah yang dihibahkan hanya 2 meter dan itu dilakukan secara sengaja oleh
pihak pengelolah tanpa adanya rembuk lagi dengan warga.

Berdasarkan buku Hukum Perikatan yang ditulis oleh Abdulkadir
Muhammad, seseorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila melakukan tiga
hal, salah satunya adalah melakukan tidak semestinya, maksudnya yaitu
Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang
ditentukan oleh Undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut
kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang
ditetapkan Undang-undang. Dalam hal ini pihak pengelolah tanah hibah
memang melaksanakan dan memenuhi apa yang diperjanjikan yaitu

mengelolah tanah hibah digunakan untuk pembangunan jalan baru tetapi
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tidak sebagaimana mestinya, yang mana seharusnya mereka hanya
mengelolah tanah hibah dengan lebar 2 meter saja tetapi pada kenyataannya
mereka memperlebar dari yang awalnya diperjanjikan 2 meter menjadi 2
meter lebih.

. Analisis Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Hibah Tanah di Desa
Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Perangkat desa berinisiatif untuk melakukan pengalihan jalur transportasi
bagi para peziarah ke makam Syekh Maulana Ishaq dan juga pelebaran jalan,
karena melihat semakin banyaknya antusias para peziarah yang berdatangan
ke makam Syekh Maulana Ishaq tersebut yang mengakibatkan rusaknya
jalan pemukiman karena banyaknya bis atau transpotasi para peziarah yang
melewati jalan pemukiman tersebut. Sehingga perangkat desa meminta
kepada warga untuk menghibahkan sebagian tanahnya yang akan digunakan
untuk pelebaran jalan.

Perjanjian akad hibah dilakukan dengan cara rembuk desa, yang
disepakati oleh warga dan pihak pengelolah pembangun dan bertempat di
Balai desa. Perjanjian hibah dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat
dan rukun yang harus dipenuhi, agar akad hibah sah menurut syariat. Berikut
rukun dan syarat menurut Jumhur Ulama:

1. Orang yang menghibahkan (wa Aib), dengan syarat: milik sempurna, cakap
hukum, tidak berada dibawah perwalian, kehendak sendiri dan bisa
bertanggung jawab. Akad hibah yang dilakukan di desa Kemantren selaku

wa hib adalah warga atas nama: Asnan, Rofiq, KH. Jambari, Suyatno, Dur
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Rohman, Suroto dan Abdul Ghoni. Warga sudah memenuhi syarat

tersebut.

2. Orang yang menerima hibah (mauhtub Ilah), dengan syarat berhak
memiliki. Dalam akad hibah tanah di desa Kemantren selaku mauhub lah
adalah pihak pengelolah (Kaur. Perencanaan) dan sudah memenuhi syarat.

3. Harta yang dihibahkan (mauhiib), dengan syarat milik sempurna, sudah
ditetukan, benda yang bernilai, benda tersebut ada ketika dihibahkan.
Dalam perjanjian akad hibah di desa Kemantren harta yang dihibahkan
adalah tanah milik warga yang sudah memenuhi persyaratan pada saat
perjanjian dilakukan.

4. Sighat hibah, dengan syarat:

a. Bersambungnya antara qabul dengan ijab. Ijab qabul antara warga
dan pihak pengelolah dilakukan secara langsung dibalai desa pada saat
rembuk warga. Ijab qabul antara warga dan pihak pengelolah
dilakukan secara lisan tanpa adanya surat sebagai bukti serah terima
tanah hibah.

b. Tidak adanya pengaitan dengan syarat. Dalam perjanjian hibah yang
dilakukan tidak adanya syarat untuk kedua belah pihak, akad hibah
dilakukan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama.

c. Tidak ada pengaitan dengan waktu. Penyerahan tanah hibah yang
dilakukan oleh warga tidak berjangka waktu dan untuk selamanya

karena akan digunakan untuk jalan umum.
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Perjanjian akad hibah yang dilakukan di desa Kemantren merupakan
perjanjian yang sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun. Tetapi dalam
realisasi hibah tanah yang seharusnya tanah yang digunakan hanya 2 meter
menjadi 2 meter lebih. Sehingga warga merasa dirugikan dan menuntut ganti
rugi atas kelebihan tanah yang diambil. Dalam hal ini, pihak pengelolah
(Kaur. Perencanaan) telah melakukan wanprestasi (tidak memenuhi atau
lalai melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan awal) kepada warga
pemilik tanah hibah. Pada awalnya kedua belah pihak telah bersepakat
bahwa warga akan menghibahkan tanahnya seluas 2 meter yang akan
digunakan untuk pembangunan jalan transportasi untuk para peziarah
makam Syekh Maulana Ishaq. Namun pada saat proses pembangunan jalan,

pihak pengelolah telah mengambil tanah warga lebih dari 2 meter.

Seseorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila melakukan tiga hal,

yaitu:]

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali
2. Melakukan tetapi tidak semestinya

3. Dan melakukan tetapi terlambat

Dalam wanprestasi pada tanah hibah di desa Kemantren, pihak
pengelolah telah melaksanakan atau memenuhi perjanjian yaitu
menggunakan tanah yang dihibahkan oleh masyarakat untuk pembangunan

jalan baru, tetapi tidak sebagaimana mestinya yang ditentukan diawal

' Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: tp. Penerbit, 1982), 20
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perjanjian yaitu tanah hibah yang seharusnya dibangun untuk jalan hanya

seluas 2 meter saja, sedangkan pada saat pembangunan tanah yang

digunakan untuk pembangunan jalan adalah lebih dari 2 meter.

Dalam Undang-undang Hukum Perdata, seorang debitur yang melakukan

wanprestasi akan dikenai hukuman berupa:

I.

Ganti rugi atau membayar kerugian yang diderita kreditur (Pasal 1243
KUH Perdata). Dalam hal ini warga pemilik tanah hibah diperbolehkan
untuk menuntut meminta ganti rugi kepada pihak pengelolah atas
kelebihan tanah yang sudah digunakan untuk pembangunan jalan. Tetapi
pihak pengelolah tidak menyetujui hal itu dengan alasan hal ini untuk
kemaslahatan bersama.

Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian yang bertujuan
membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian
dilaksanakan (Pasal 1266 KUH Perdata). Namun hal ini jika dikaitkan
dengan kasus wanprestasi pada hibah tanah di desa Kemantren
bertentangan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya akad
hibah. Menurut Jumhur Ulama dan Madzhab Maliki, konsekuensi
hukum hibah yaitu mengikat sehingga pemberi tidak boleh menarik
kembali pemberiannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Zaid bin

Aslam yang berbunyi:
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Artinya: Umar ibn al-Khattab berkata: “aku telah memberikan
seekor kuda lama untuk tujuan sabilillah, kemudian pemiliknya
menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan
harga murah. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah Saw.
perihal tersebut”. Beliau bersabda: “janganlah kamu jual itu, dan
jangan kamu tarik kembali shadagahmu, karena orang yang
menarik kembali shadaqahnya adalah ibarat anjing yang memakan
kembali muntahnya.” (Riwayat Muslim)®

3. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan dimuka hakim (Pasal

181 ayat (1) HIR). Jika kasus wanprestasi pada akad hibah tanah di Desa
Kemantren ini sampai diperkarakan di muka hakim oleh warga pemilik

tanah, maka yang bertanggung jawab membayar biaya perkara adalah

pihak pengelolah.

Dalam kasus hibah tanah di desa Kemantren ini, mengungkapkan bahwa
sebenarnya warga pemilik tanah hibah meminta ganti rugi kepada pihak
pengelolah, ada tiga warga atas nama Dur Rohman, Suyatno dan Abdul

Ghoni yang meminta untuk ganti rugi atas kelebihan tanahnya. Luas

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015),
377.
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keseluruhan tanah yang dimintai ganti rugi adalah seluas 435x1 meter
dengan tuntutan ganti rugi permeternya satu juta rupiah. Tetapi pihak
pengelolah tidak menyetujui hal tersebut, akhirnya pihak pengelolah
mengajak warga pemilik tanah hibah untuk menyelesaikan masalah ini

dengan cara kekeluargaan (rembuk warga).

Dalam rembuk warga tersebut, pihak pengelolah telah memberi
penjelasan kepada masyarakat bahwa harta yang dimiliki itu merupakan
titipan dari Allah SWT. telah memberikan kekuasaan atas harta kepada
manusia sekaligus menjadikan harta itu sebagai hak kepemilikan manusia.
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)
tentang penguasaan tanah “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi jika sewaktu-waktu Negara
membutuhkan tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk kepentingan
umum, masyarakat harus merelakannya. Ini dilakukan dengan pencabutan
hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang
semata tetapi dapat juga berbentuk tanah atau fasilitas lain. jika ganti
rugi yang diberikan adalah berupa uang, maka haruslah dengan jumlah
yang layak atau harga umum menurut Undang-undang.’ Dari rembuk
warga tersebut telah disepakati bahwa warga telah merelakan dan
menghibahkan  kelebihan  tanahnya untuk digunakan sebagai

pembangunan jalan demi kemaslahatan bersama.

3 Sudaryo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 85.
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Dalam hal ini, pelaksanaan hibah tanah di desa Kemantren yang

dilakukan oleh warga telah memenuhi akad, berdasarkan asas-asas sebagai

berikut:*

1.

Sukarela (ikhtiyari), setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak,
terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak
lain. Perjanjian yang dilakukan pihak pengelolah dengan warga pemilik
tanah hibah dilakukan secara sadar dan sukarela atas kehendak para

pihak tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

. Menepati janji (amanah), setiap akad dilakukan atas kehendak para

pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang
bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. Dalam
kasus ini para pihak sudah menepati janji, warga pemilik tanah sudah
menyerahkan tanahnya yang akan digunakan untuk pembangunan jalan.
Sedangkan pihak pengelolah juga sudah melakukan proses pembangunan

tetapi tanah yang dibangun tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

. Kesetaraan (taswiyah), para pihak dalam setiap akad memiliki

kedudukan setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
Dalam hal ini, warga pemilik tanah berkewajiban untuk menyerahkan

tanah hibahnya yang akan digunakan untuk pembangunan jalan.

* Ahmad Ifham, Ini /ho Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 15.
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Sedangkan pihak pengelolah berhak untuk menerima tanah yang
dihibahkan oleh warga, selain itu pihak pengelolah juga berkewajiban
untuk memproses pembangunan tanah hibah tersebut.

4. Kemudahan (taisir), setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi
kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya
sesuai dengan kesepakatan.

5. T’tikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan dan
tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Dalam
perjanjian ini yang dilakukan untuk kepentingan kemaslahatan bersama
agar masyarakat pemukiman tidak terganggu dengan transportasi para

peziarah dan juga transportasi peziarah bisa lewat dijalan yang layak.

Dalam hal ini menurut hukum Islam memang akad hibah tersebut tidak
dipatuhi atau tidak sesuai dengan perjanjian diawal akad yaitu pengambilan
luas objek yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Namun,
pada pertimbangan lain, penghibah (wahib) sudah merelakankan kelebihan
tanahnya untuk dihibahkan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan,
demi kepentingan dan kemaslahatan umum. Apabila tidak dilaksanakan
maka akan mengganggu kemaslahatan umum. Sesuai dengan teori maslahah
yakni: Pertama, maslahah mursalah harus mencapai kemaslahatan yang
hakiki, bukan kemaslahatan yang berdasarkan akal (sangkaan), yaitu yang
bisa menghasilkan kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan. Kedua,
maslahah mursalah hanya berlaku dalam bidang muamalah bukan ubudiah.

Ketiga, kemaslahatan yang dicapai harus unuk kemaslahata umum bukan
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untuk golongan atau perorangan. Keempat, kemaslahatan itu tidak
bertentangan dengan syara’ atau ijma’. Bahwa pertimbangan hukum dalam
hal ini boleh dilaksanakan karena pemilik tanah hibah sudah merelakan demi

kepentingan dan kemaslahatan bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan oleh peneliti, sebagai

upaya dari hasil analisis yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa

1.

Wanprestasi yang terjadi pada akad hibah tanah di desa Kemantren
berawal dari adanya perjanjian akad hibah tanah di desa Kemantren
yang terjadi antara warga desa dan perangkat desa. Tanah yang
dihibahkan oleh masyarakat nantinya akan digunakan untuk
pembuatan jalan baru untuk jalur transportasi para peziarah ke makam
Syekh Maulana Ishaq. Masyarakat bersepakat untuk menghibahkan
tanahnya selebar 2 meter kepada pihak pengelolah. Namun pada saat
proses pembangunan jalan ternyata pihak pengelolah telah mengambil
lebih dari 2 meter.

Analisis hukum Islam terhadap wanprestasi pada hibah tanah di Desa
Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah sah.
Dalam hal ini menurut hukum Islam memang akad hibah tersebut
tidak dipatuhi atau tidak sesuai dengan perjanjian diawal akad.
Namun, pada pertimbangan lain, penghibah (waAib) sudah merelakan
kelebihan tanahnya yang digunakan untuk pembangunan jalan ini juga
demi kepentingan atau kemaslahatan umum. Jika tidak dilaksanakan

maka akan mengganggu kemaslahatan umum. Wanprestasi terletak

80
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pada pelaksanaan perjanjian akad hibah. Perjanjian menyepakati
bahwa tanah yang dihibahkan seluas 2 meter, tetapi saat realisasi
tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga pihak pengelolah wajib
untuk melakukan ganti rugi. Untuk menghilangkan wanprestasi dapat
dilakukan dengan meminta kerelaan kepada warga atas kelebihan
tanahnya untuk diserahkan melalui rembuk desa. Jalan kekeluargaan
yang dilakukan dibenarkan dalam hukum Islam sehingga tidak ada
kewajiban untuk membayar ganti rugi.
B. Saran
Dari kesimpulan diatas, beberapa saran yang penulis sampaikasn
supaya dapat dijadikan pertimbangan. Adapun saran yang penulis
sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi perangkat desa Kemantren dan warga desa Kemantren
seharusnya jika melakukan suatu perjanjian atau akad hibah harus ada
surat bukti yang jelas tidak hanya dilakukan dengan ucapan saja,
supaya jika terjadi wanprestasi atau hal yang tidak diinginkan bisa
digunakan sebagai bukti.

2. Bagi perangkat desa, seharusnya perjanjian yang sudah dilakukan
antara warga dan perangakat diperkuat dengan keputusan desa.

3. Bagi perangkat desa, seharusnya memberitahukan secara detail tanah

yang dibutuhkan dan juga perubahan perencanaan pembangunan.
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